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Abstract - This study aims to analyze the implementation of job analysis and workload analysis 
policies at the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs and to identify key challenges 
and improvement strategies. The analytical framework is based on Edward Gerston’s policy 
implementation theory, which includes policy translation capacity, resource availability, limited 
number of implementers, and accountability. A qualitative descriptive approach was employed, 
with data collected through participant observation, in-depth interviews, document analysis, and 
literature review. Informants were selected using purposive sampling, involving 12 individuals 
with in-depth knowledge of the policy implementation process. Data analysis followed the stages 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that 
the implementation of job analysis and workload analysis policies has not been optimal. This 
condition is reflected in limited knowledge and competence among policy implementers, an 
insufficient number of implementers, and the absence of a formally established and continuously 
operating implementation team. Recommended improvement efforts include strengthening 
competency development and training programs, expanding the use of flexible e-learning 
systems, establishing a permanent implementation team through ministerial decrees on an annual 
basis, and developing comprehensive standard operating procedures covering all units within the 
Ministry of Home Affairs. 
 
Keywords: Policy Implementation; Job Analysis; Workload Analysis 
 
Abstrak - Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta mengidentifikasi 
dimensi permasalahan dan upaya perbaikannya. Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori 
implementasi kebijakan Edward Gerston yang meliputi kemampuan penerjemahan kebijakan, 
ketersediaan sumber daya, keterbatasan jumlah pelaksana, dan akuntabilitas. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi 
partisipan, wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi pustaka. Informan ditentukan secara 
purposive sampling sebanyak 12 orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam terkait 
kebijakan yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja belum berjalan optimal. Kondisi tersebut 
ditandai oleh keterbatasan pengetahuan dan kompetensi pelaksana, ketidaksesuaian jumlah 
pelaksana, serta belum adanya tim khusus yang dibentuk secara berkelanjutan setiap tahun. 
Upaya perbaikan yang direkomendasikan meliputi penguatan program pengembangan 
kompetensi dan pelatihan, pemanfaatan pembelajaran berbasis e-learning, pembentukan tim 
pelaksana melalui keputusan resmi menteri secara berkesinambungan, serta penyusunan SOP 
yang mencakup seluruh unit kerja di Kementerian Dalam Negeri. 
 
Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Analisis Jabatan; Analisis Beban Kerja 
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PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia merupakan aset penting yang dimiliki organisasi, 

karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. 
Keberhasilan organisasi dapat dicapai apabila kebijakan, prosedur dan peraturan 
yang berkaitan dengan manusia dalam organisasi saling berhubungan dan 
menguntungkan semua pihak dalam organisasi (Sedarmayanti, 2016:11). Pada 
dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peran utama sebagai pelaksana, 
pengaturan undang-undang, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, 
pengelola pemerintah, manager atau corporate leader, dan administrator (Edy 
Topo, 2010:3). Manajemen sumber daya manusia sektor publik telah menjadi 
bagian penting dari setiap upaya Reformasi Birokrasi dalam menyajikan 
pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan serta akomodasi berbagai kepentingan 
dan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan keberhasilan Reformasi Birokrasi 
dapat diawali dari keseriusan birokrasi itu sendiri dalam mengelola sumber daya 
manusia aparatur. Oleh karena itu, birokrasi di Indonesia dalam melakukan 
rekrutmen, pemilihan, penempatan, penilaian kinerja, rotasi, mutasi hingga 
membangun karakter dan kompetensi individu harus dijalankan dengan tegas, 
rasional dan obyektif.  

Dalam membantu terwujudnya manajemen sumber daya manusia 
aparatur publik yang efektif dan efisien ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana segala bentuk perekrutan dan 
penempatan pegawai harus berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang 
diperlukan oleh jabatan. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 
merupakan amanat utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem 
merit yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status 
pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Pada tanggal 31 Oktober 2023, telah 
diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara dalam rangka mendorong percepatan transformasi manajemen ASN. 
Terdapat 7 (tujuh) hal yang dituangkan dalam Undang-Undang ini yaitu terkait 
transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan 
kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan 
kompetensi, penataan tenaga non ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan 
kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan 
citra institusi. Dalam Undang-Undang ASN tersebut juga mengatur terkait 
kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional yang akan ditetapkan 
oleh Menteri PANRB berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana 
pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara.  Dalam hal ini Instansi Pemerintah menyusun 
rencana kebutuhan ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan ASN 
tersebut, dan terkait ketentuan pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah yang harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
Undang-Undang ditetapkan. 
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Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja menjadi syarat 
dalam menata organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Namun demikian, 
profesionalisme pegawai negeri sipil selaku penyelenggara masih belum sesuai 
harapan. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara 
kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu 
disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum 
proporsional. Baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh PNS 
(Patty, 2020). Demikian pula pendistribusian pegawai masih belum belum 
didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit 
kerja tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain. 
Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah, waktu maupun kualitas. 
Melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dapat 
memberikan gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun 
kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja (Anisa, 2019). 

Salah satu unsur penting dalam manajemen menurut Henry Fayol dalam 
jurnal Carl A. Rodrigues (2010:1), Division of Work atau pembagian kerja yang 
sesuai dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja berjalan 
dengan efektif. Prinsip terkenal dalam Division of Work adalah the right man in 
the right place. Analisis Jabatan memberikan fakta-fakta dan menunjukkan apa 
yang dilakukan dan jenis pegawai yang diperlukan. Fakta-fakta ini diikhtisarkan 
dalam uraian jabatan (job description) dan syarat-syarat pegawai yang 
dibutuhkan (job specification). 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja, menyebutkan bahwa Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, 
pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi 
jabatan. Sedangkan Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang 
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Menurut 
Handoko analisis jabatan adalah suatu cara yang sistematik dalam 
mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi pekerjaan atau 
jabatan (Handoko, 2001). 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya (Akib, 2012). Menurut Grindle keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil 
akhirnya yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih (Kadji, 2015). 

Kementerian Dalam Negeri merupakan Kementerian yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. 
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pembantu 
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam 
Negeri.   

Analisis jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam 
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Negeri pada tahun 2021 yakni pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja untuk jabatan pelaksana dengan nama jabatan sesuai Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja pada Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan tahun 2022 pasca 
penyederhanaan birokrasi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. Perubahan organisasi dan perubahan regulasi bidang sumber daya 
manusia aparatur yang cukup dinamis menjadi tantangan tersendiri dalam 
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Pada implementasinya secara umum masih terdapat permasalahan dalam 
proses penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yaitu (1) Belum 
ideal dan akuratnya beban kerja jabatan sehingga belum menggambarkan 
kebutuhan nyata organisasi dikarenakan ketika menyusun analisis jabatan dan 
analisis beban kerja menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang sudah 
menduduki jabatan saat ini, (2) Masih terdapat ketidaksesuaian antara 
kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya, (3) Belum meratanya 
pembagian tugas, masih terdapat penumpukan tugas pada pegawai tertentu, (4) 
Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman personil yang melakukan analisa 
terkait teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja, salah satu penyebabnya 
dikarenakan terjadi mutasi dan rotasi pegawai, (5) Belum optimalnya identifikasi 
kebutuhan jabatan dan beban kerja jabatan secara komprehensif yang 
menggambarkan kebutuhan organisasi pasca penyederhaaan birokrasi, dan (6) 
Belum optimalnya sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja 
Kementerian Dalam Negeri yang seharusnya dapat mempermudah proses 
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sementara terdapat 
aplikasi sejenis yaitu E-Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi dan sistem informasi perencanaan kebutuhan 
ASN (SIASN) dari Badan Kepegawaian Negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri dan dimensinya serta upaya yang perlu dilakukan untuk 
memperbaikinya. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma teori kritis (critical theory), 
memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat 
tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma teori 
kritis ini sama dengan paradigma postpositivisme yang menilai realitas secara 
kritis (Tahir, 2011).  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2017: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
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eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
daripada generalisasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang 
meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang 
sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Pujileksono, 
2016: 48). Penggunaan desain ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
secara kualitatif implementasi kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan. 

Pengumpulan data melalui obeservasi partisipan, wawancara, studi 
dokumen, dan studi pustaka. Informan pada penelitian ini ditentukan melalui 
teknik purposive sampling yaitu para pihak yang dipandang mengetahui secara 
mendalam menyangkut masalah penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan 
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan 
kesimpulan. 

Analisis data merupakan proses penyusunan, penyederhanaan data untuk 
lebih sederhana dan mudah dibaca serta mudah diintegrasikan. Langkah-langkah 
analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19 dalam Sugiyono, 2017) 
antara lain: (1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian 
dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan 
strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus 
serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya, (2) Reduksi 
data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi 
data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu 
pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 
memfokuskan wilayah penelitian, (3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi 
informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh 
berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. (4) Penarikan 
kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap 
terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola 
pengarahan dan sebab akibat. 

Uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 
dan berbagai waktu untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh sudah 
valid dan objektif. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni 
triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu 
(Sugiyono 2017:73). Pada penelitian ini, Penulis menggunakan triangulasi 
sumber. Menurut Sugiyono (2017) “Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 
data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber”. Dalam penelitian ini, data dari subjek akan saling dicek 
melalui triangulasi sumber untuk memperoleh data yang kredibel. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas 
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menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal 
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri terdiri atas 7 (tujuh) Biro yaitu: (1) Biro Perencanaan, (2) Biro 
Kepegawaian, (3) Biro Organisasi dan Tatalaksana, (4) Biro Hukum, (5) Biro 
Keuangan dan Aset, (6) Biro Administrasi Pimpinan, dan (7) Biro Umum. Selain 
Biro, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga terdapat 3 (tiga) Pusat 
yaitu: (1) Pusat Data dan Sistem Informasi, (2) Pusat Penerangan, dan (3) Pusat 
Fasilitasi Kerja Sama. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan kebijakan 
tersebut pada tahun 2021 yakni pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja untuk jabatan pelaksana dengan nama jabatan sesuai Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja pada Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan tahun 2022 pasca 
penyederhanaan birokrasi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. Leading sector pelaksanaan kebijakan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja pada Kementerian Dalam Negeri adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana 
Sekretariat Jenderal dengan didukung oleh pengelola kepegawaian pada masing-
masing unit kerja. Pada Tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29.05-358 Tahun 
2021 tentang Pembentukan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. 

Menurut Ripley (1986) implementasi dianggap sebagai wujud utama dan 
tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Jika implementasi tidak 
efektif dilakukan maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil 
dilaksanakan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori 
implementasi kebijakan dari Edward Gerston, teori ini mensyaratkan empat faktor 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni translation ability 
(kemampuan penerjemahan), resources (sumber daya), limited numbers of 
players (terbatasnya jumlah pelaksana), dan accountability (akuntabilitas). 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi kebijakan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa indikator 
atau dimensi yang masih kurang. Dimensi tersebut antara lain translation ability 
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(kemampuan penerjemahan), resources (sumber daya), limited numbers of 
players (terbatasnya jumlah pelaksana), dan accountability (akuntabilitas) 
berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edward Gerston. 
 
Translation ability (kemampuan penerjemahan) 

Kemampuan penerjemahan yaitu kemampuan para pelaksana dalam 
menerjemahkan apa yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan untuk 
dilaksanakan. Pentingnya peran pelaksana dalam menerjemahkan peraturan dan 
kebijakan terkait pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam 
hal ini kemampuan penerjemahan para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh 
pada keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Berhasilnya sebuah 
implementasi kebijakan dapat dilihat apabila para pelaksana kebijakan ini 
melaksanakan kebijakan dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan hal-hal 
yang telah ditentukan. Pemahaman atau kemampuan penerjemahan para 
pelaksana kebijakan tidak lepas dari pengetahuan dari pelaksana kebijakan 
terhadap maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan. Karena, 
implementasi kebijakan bisa gagal ketika pada pelaksana kebijakan tidak 
sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kepegawaian pada 
masing-masing Biro/Pusat sebagai pelaksana kebijakan, hanya 2 (dua) orang 
pengelola kepegawaian dari 10 (sepuluh) orang pengelola kepegawaian dengan 
kemampuan yang cukup baik terkait penerjemahan peraturan dan kebijakan 
dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat 
Jenderal. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengelola kepegawaian tersebut 
baru menangani pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebab 
pegawai yang sebelumnya mutasi ke instansi lain. Dari pegawai yang baru 
menangani tersebut, terdapat juga pegawai yang melaksanakan tidak sesuai 
dengan jabatannya sehingga dalam penyelesaian tugas mengalami kesulitan dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaan dan penyelesaiannya 
sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal. Minimnya 
pengetahuan juga memperlambat terselesaikannya pekerjaan. Dari 10 (sepuluh) 
orang pengelola kepegawaian hanya 1 (satu) orang yang pernah mengikuti 
pelatihan analisis jabatan. Hal ini berdampak pada hasil analisis jabatan dan 
analisis beban kerja yang belum optimal, mengingat tujuan dilakukannya 
pendidikan dan pelatihan agar menambah pengetahuan, keterampilan, 
kecakapan, keahlian pegawai guna meningkatkan kinerja serta optimalnya output 
pekerjaan. 

Dalam hal kemampuan penerjemahan para pelaksana kebijakan sangat 
erat kaitannya dengan kualitas dan kompetensi para pelaksana kebijakan yakni 
sumber daya manusia. Sejalan dengan hasil penelitian Dewi Septianti Hadi (2020) 
bahwa sumber daya sebagai penggerak pelaksanaan sebuah kebijakan harus 
diperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dilibatkan. Kualitas sumber 
daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 
pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosefrinaldi, 2013). Dessler 
dalam Suci (2013) ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 
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pendidikan, pelatihan, pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan, pelatihan dan pengalaman sangat menentukan kemampuan 
penerjemahan para pelaksana kebijakan ini dalam rangka mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
 
Resources (sumber daya) 

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya manusia, 
keuangan, sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam efektivitas 
implementasi kebijakan.  Manusia merupakan sumber daya yang paling penting 
dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber 
daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan 
dituntut dalam setiap tahap implementasi.  Kegagalan yang sering terjadi dalam 
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya 
manusia yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. 
Penambahan jumlah sumber daya manusia atau implementor saja tidak cukup, 
tetapi diperlukan juga kecukupan sumber daya manusia dengan keahlian dan 
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian Yeyen Murtiyani dan Asmaria 
(2022) menyatakan bahwa kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi 
dibidangnya menyebabkan kinerja yang dihasilkan tidak maksimal dikarenakan 
adanya tumpang tindih dan penumpukan tugas. 

Bahwa sumber daya manusia secara keseluruhan dalam pelaksanaan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Biro/Pusat 
Sekretariat Jenderal sudah mencukupi secara kuantitas. Namun dari sisi kualitas 
yakni kompetensi dan pengetahuan masih sangat kurang. Masih banyaknya 
penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan 
kompetensi.  

Sumber daya keuangan menentukan terlaksananya suatu kebijakan. 
Berkaitan dengan keuangan atau anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja, pada Bagian Kelembagaan dan Analisa 
Jabatan Biro Organisasi dan Tatalaksana terdapat kegiatan Internalisasi 
Kebijakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada 
Tahun Anggaran 2024 sebesar RP. 275.232.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta 
dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Namun kegiatan ini tidak secara khusus 
hanya untuk pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, mengingat 
pelaksanaan analisis jabatan terdapat sub-sub kegiatan yang harus dilaksanakan 
seperti penataan jabatan pelaksana, penataan jabatan fungsional, penyusunan 
peta jabatan, pelaksanaan evaluasi jabatan dan lain sebagainya. Sehingga terkait 
dengan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja tidak mencukupi dikarenakan ruang lingkup analisis jabatan dan 
analisis beban kerja yang luas. 

Sarana prasarana juga merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Sarana prasarana berupa peralatan dan perlengkapan dalam rangka 
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja seperti komputer, ATK, 
printer sudah cukup tersedia. Adanya aplikasi dalam penyusunan analisis jabatan 
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dan analisis beban kerja juga mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan dari 
sisi waktu dan kemudahan pekerjaan. Aplikasi dalam penyusunan analisis jabatan 
dan analisis beban kerja memudahkan dalam pengisian data dan pengelolaan 
data secara lebih efektif. Adanya aplikasi SIABA yang diinisiasi oleh Bagian 
Kelembagaan dan Analisa Jabatan walaupun belum berjalan optimal, aplikasi 
eformasi Kementerian PANRB, serta aplikasi SIASN BKN yang dilakukan 
penginputan pada awal tahun 2024, cukup membantu dalam rangka pelaksanaan 
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, walaupun menjadi kurang 
efektif karena melakukan penginputan hal yang sama dalam beberapa aplikasi. 

Sebagaimana hasil penelitian Ninik Purwaning S (2010), Desy Natalia 
Krisdayanti (2014), Abdullah Wahid (2014) dan Yuyun Sefri Setyaningrum (2016) 
menjelaskan bahwa titik sentral dari jalan tidaknya implementasi kebijakan 
terletak pada sumber daya. Berdasarkan pendapat Edward III (dalam Subarsono 
2011: 90) bahwa sumber-sumber penting dalam mendukung pelaksanaan 
implementasi kebijakan pemerintah antara lain staf atau SDM, anggaran, fasilitas. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, anggaran maupun 
sarana dan prasarana dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. 
 
Limited numbers of players (terbatasnya jumlah pelaksana) 

Terbatasnya jumlah pelaksana yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang 
sesuai dan tidak terlalu banyak, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran 
dan persaingan yang tidak sehat. Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh 
serta observasi di lokasi penelitian bahwa pada jumlah pelaksana kebijakan 
dalam implementasi kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam 
satu Biro/Pusat rata-rata berjumlah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang. Sebagian 
besar yang menangani hanya 1 (satu) orang. Jadi jumlah ideal yang sesuai untuk 
pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja dalam satu Biro/Pusat adalah 2 
orang.  Sehingga untuk satu orang personil belum mencukupi. Tidak adanya tim 
khusus yang dibentuk secara rutin setiap tahun dalam rangka penyusunan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja juga mempengaruhi kurang optimalnya 
pelaksanaan, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang 
dilakukan oleh pelaksana Biro/Pusat berdasarkan arahan dan disposisi pimpinan 
sehingga terkadang berganti-ganti personil. Hal ini menyebabkan hasil analisis 
jabatan dan analisis beban kerja masih jauh dari kondisi ideal dan pada proses 
implementasinya pada seluruh pegawai. 

Sejalan dengan hasil penelitian Dewi Septianti Hadi (2020) bahwa kendala 
pada kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam hal ini 
pelaksana kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan 
bahwa terbatasnya jumlah pelaksana yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang 
sesuai dan tidak terlalu banyak, tidak sedikit dan tidak banyak sehingga jumlah 
pelaksana kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka implementasi 
kebijakan. 
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Accountability (akuntabilitas) 
Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Kewenangan dalam 
pertanggungjawaban berhubungan dengan struktur organisasi. Dalam beberapa 
hal struktur organisasi juga menunjukkan tingkat spesialisasi, hirarki, wewenang 
dan hubungan. Menurut Nawawi (2014:240) bahwa melalui struktur yang baik 
dapat mewujudkan pembagian tugas, fungsi dan tata kerja, wewenang serta 
tanggung jawab agar tercipta harmonisasi dan motivasi kerja dalam sebuah 
organisasi.  

Akuntabilitas yaitu adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksana 
kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan. Kebijakan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaannya melibatkan 
para pelaksana kebijakan pada masing-masing Biro/Pusat serta 
penanggungjawab kebijakan secara keseluruhan Kementerian Dalam Negeri 
berada pada Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi dan 
Tatalaksana yang termasuk dalam unit kerja Sekretariat Jenderal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam hal proses 
pertanggungjawaban pada masing-masing Biro/Pusat melihat hirarki 
kewenangan yakni proses pertanggungjawaban oleh para pengelola 
kepegawaian dilakukan pelaporan kepada pimpinan secara berjenjang yakni dari 
pengelola kepegawaian Biro/Pusat bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian 
Tata Usaha kemudian dilaporkan kepada Kepala Bagian lalu kepada pimpinan 
unit kerja yaitu Kepala Biro/Pusat terkait hasil penyusunan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja yang telah dikerjakan.  

Dalam proses pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan idealnya 
didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan. Tujuan SOP yaitu memperjelas 
peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, memperjelas alur tugas dan 
tanggung jawab setiap unit kerja, memperjelas alur tahapan tugas, mencegah 
atau menghindari resiko kegagalan, kesalahan, duplikasi dan konflik kerja yang 
tidak produktif, mempermudah proses monitoring. Manfaat SOP salah satunya 
yakni meningkatkan akuntabilitas, dengan SOP dapat mendokumentasikan 
tanggungjawab khusus dalam pelaksanaan tugas.  

SOP terkait pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-355 Tahun 2019 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.  
Namun SOP terkait pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini 
hanya proses internal pada Biro Organisasi dan Tatalaksana khususnya pada 
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan tidak mencakup lintas unit kerja 
sehingga belum menggambarkan secara detail alur tugas dan tanggung jawab 
setiap unit kerja terkait pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja.  

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang 
amanah dalam hal ini pelaksana kebijakan untuk memberikan 
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pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  Dokumen hasil analisis 
jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun dan disampaikan kepada 
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi dan Tatalaksana oleh 
masing-masing unit kerja tidak ditindaklanjuti dalam bentuk produk hukum. Hal 
ini menjadikan kurangnya tanggung jawab secara moril bagi pelaksana kebijakan 
dalam bentuk pertanggungjawaban hasil penyusunan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri antara lain (1) Meningkatkan pengetahuan para pelaksana 
kebijakan dengan melaksanakan program pengembangan kompetensi atau 
pelatihan analisis jabatan dan analisis beban kerja, (2) Menyusun perencanaan 
dan penempatan SDM yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi. Penambahan 
anggaran kegiatan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
Melakukan kerja sama dengan Kementerian PANRB dan BKN dalam hal integrasi 
dari aplikasi, (3) Penambahan personil dan pembentukan tim khusus pelaksanaan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap tahun, (4) Merumuskan SOP 
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan cakupan yang lebih 
luas, SOP lintas unit kerja. Serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja 
yang telah disusun ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam produk hukum. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dismpulkan 
bahwa Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada 
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri masih belum sepenuhnya 
berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dalam serangkaian variabel berdasarkan 
teori implementasi kebijakan dari Edward Gerston yang mensyaratkan 4 (empat) 
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Translation ability 
(kemampuan penerjemahan) dimana pemahaman para pelaksana kebijakan erat 
kaitannya dengan pengetahuan masih kurang karena banyaknya mutasi pegawai 
yang menyebabkan bergantinya personil. Resources (sumber daya), sumber 
daya keuangan tidak mencukupi dikarenakan ruang lingkup analisis jabatan dan 
analisis beban kerja yang luas, sarana aplikasi belum berjalan optimal dan efektif 
karena adanya aplikasi sejenis dari Kementerian PANRB dan BKN sehingga 
melakukan penginputan hal yang sama dalam beberapa aplikasi. Limited 
numbers of players (terbatasnya jumlah pelaksana) yaitu jumlah pelaksana 
kebijakan yang belum sesuai. Accountability (akuntabilitas) proses 
pertanggungjawaban idealnya didasarkan pada SOP. SOP yang ada saat ini hanya 
proses internal pada Biro Organisasi dan Tatalaksana dan tidak ditetapkannya 
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun dalam produk 
hukum menjadikan kurangnya tanggung jawab secara moril dari pelaksana 
kebijakan. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki implementasi 
kebijakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri antara lain meningkatkan pengetahuan para 
pelaksana kebijakan dengan melaksanakan program pengembangan kompetensi 
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atau pelatihan analisis jabatan dan analisis beban kerja, menyusun perencanaan 
dan penempatan SDM yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi, penambahan 
anggaran kegiatan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, 
melakukan kerja sama dengan Kementerian PANRB dan BKN dalam hal integrasi 
dari aplikasi, penambahan personil dan pembentukan tim khusus pelaksanaan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap tahun, merumuskan SOP 
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan cakupan yang lebih 
luas (SOP lintas unit kerja), serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja 
yang telah disusun ditindaklanjuti dengan ditetapkan dalam produk hukum. 
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